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ABSTRAK

Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara,
wakil menteri merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Wakil menteri diangkat sesuai dengan kebutuhan di wilayah kementerian untuk
membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wakil menteri
sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Wakil menteri tidak mempunyai hak untuk memutus dan harus melalui menteri
terlebih dahulu karena wakil menteri tidak masuk ke dalam kabinet. Masih adanya
beberapa wakil menteri yang rangkap jabatan di BUMN maupun di instansi lain di
swasta maupun negeri yang dimana rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan
konflik kepentingan yang kemudian bisa menyebabkan jabatannya sebagai wakil
menteri tidak bisa optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya karena adanya
rangkap jabatan.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian
kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah metode
deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang,
konseptual dan kasus. Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah
berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah dimana dalam Undang-Undang Kementerian
Negara yang terdapat pada pasal yang menjadi permasalahan dengan tidak adanya
aturan yang mengatur larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang hanya
mengatur menteri. Kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi
maka aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu yang
semula hanya dipahami kepada menteri dengan adanya putusan tersebut maka
berlaku juga kepada wakil menteri juga, kemudian rangkap jabatan juga dapat
menimbulkan beberapa problematika dan konflik kepentingan. Menurut hukum
Islam wakil menteri termasuk ke dalam wazir, dalam fikih siyasah terkait dengan
rangkap jabatan wakil menteri maka membicarakan terkait tentang perundang-
undangan yang mengatur tentang itu. Dalam fikih siyasah lebih mengutamakan
untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahinya dari pada
merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang
pemimpin Islam dan pemimpin yang ber akhlak baik adalah pemimpin yang taat
kepada aturan.

Kata kunci: wakil menteri, rangkap jabatan, fikih siyasah



ABSTRACT

Deputy minister is an institution included in the state ministry, deputy
minister is an institution appointed and dismissed by the President. Deputy
ministers are appointed according to the needs in the area of the ministry to assist
the Minister in carrying out his duties. The appointment of deputy ministers is in
accordance with Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries. The deputy
minister does not have the right to decide and must go through the minister first
because the deputy minister is not included in the cabinet. There are still several
deputy ministers who hold concurrent positions in SOEs and in other institutions in
the private and public where these concurrent positions can cause conflicts of
interest which can then cause their positions as deputy ministers to be unable to
optimally carry out their responsibilities because of exsistence concurrent positions.

This type of research is normative juridical legal research or literature
research. While the data analysis method used is a descriptive method. The
approaches used are statutory, conceptual and case approaches. Then in this
compilation the data obtained is derived from primary data , and secondary data.

The result of this study is where in the Law on State Ministries contained in
the article that is a problem with the absence of rules governing the prohibition of
concurrent positions against deputy ministers who only regulate ministers. Then
with the decision from the Constitutional Court, the unclear rules in the Law on
State Ministries which were originally only understood to ministers with the
decision also apply to deputy ministers as well, then concurrent positions can also
cause some problems and conflicts of interest. According to Islamic law the deputy
minister is included in the vizier, in figh siyasah related to the concurrent position
of deputy minister then talks about the legislation that regulates it. In figh siyasah
prioritizes to complete the responsibilities that are being entrusted by him rather
than concurrent positions and concurrent positions are not in accordance with the
political ethics of an Islamic leader and a leader with good morals is a leader who
obeys the rules.

Keywords: deputy minister, concurrent position, figh siyasah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
) Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
@ ba® Y B |
& o’ . Te |
& @ 8§ | es(dengan titik di atas)
oz Jim I e
7c h&’ H ha (dengan titik di bawah)
YU ke AN INAALL L | Auadan el |
s X o Y AN AT g
Kl Zal Z | ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
pt Z&’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

£ Gain G Ge dan ha

] fa’ F Ef

a4 Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

O N{n N En

3 Wawda w We

e ha’ H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

$ ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:




Al Ditulis Sunnah
e Ditulis Gllah
C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ailall ' Ditulis ' al-Maidah
Al Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan “h”

&T\M:\Aj\ a.b\la

Ditulis

Mugaranah al-ma zahib

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

Rl 3l Ditulis Zakah al-fitri
D. Vocal Pendek
1. — Fathah Ditulis A
Jad Ditulis fa’ala
2. —_ Kasrah Ditulis |
B Ditulis Zukira
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3. — dhammah Ditulis U
AL Ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

=~

1. Fathah + alif Ditulis A
bl Ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati Ditulis A
ufﬁi Ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati Ditulis I
o slad) Ditulis al- ‘Alwani
4. | Dammah + wawu Ditulis U
mati
asle Ditulis ‘Uliam
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis Al
ph b Ditulis Gairihim
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

ra.‘n'.r'ff Ditulis A antum

RS Ditulis U’iddat
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ad S (il Ditulis La’in syakartum

. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti dengan huruf gomariyyah ditulis menggunakan huruf “1”

LAl Ditulis Al-Qur’dn
laal) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

Al ) Ditulis Ar-Risalah

e Ladl) Ditulis An-Nisa’

. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sl A Ja Ditulis Ahl al-Ra yi
FEWATINTY Ditulis Ahl as-Sunnah

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,
dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan

sebagainya.
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3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak hanya
bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada aturan atau hukum yang telah
ada. Pemerintahan dapat berjalan karena adanya konstitusi dan tidak bersifat
abolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.*
Jadi, segala sesuatu yang menyangkut pada penyelenggaraan pemerintahan
dan negara harus berdasarkan dengan hukum yang telah di tetapkan.

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut
“sistem presidensiil” dijelaskan terang dan sistematis dalam UUD 1945.2
Sistem presidensial adalah suatu sistem yang pusatnya terletak pada
kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) dan
kepala negara (head of state).> Dalam sistem presidensial ini, kedudukan
eksekutif tidak hanya bergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sebagai
kepala pemerintahan Presiden akan menunjuk Menteri-menterinya yang
akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya

bertanggung jawab kepada Presiden. Kalaupun lembaga perwakilan rakyat

(Jakarta:

him. 10.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
Prenadamedia Group), him. 158.

3 Rendy Adiwilaga, et al, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Sleman: Deepublish, 2018),



tidak sependapat dengan kebijakan para Menteri tersebut, lembaga
perwakilan rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau Menteri.
Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan
rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan
rakyat itu, maka menteripun tidak bias diberhentikan olehnya.*

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden akan dibantu oleh menteri,
dan menteri melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Hal ini
telah diatur pada Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 :

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur dalam undang-undang.®

Ketentuan mengenai susunan Kementerian Negara Indonesia
berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mengatur bahwa Presiden berhak membentuk

lembaga kementerian. Undang-undang ini memudahkan Presiden dalam

4 Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara,
2010), him. 68.
5> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur

kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.®

Menurut Jimly Assidhiddigie, Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Ketentuan ini
berarti: Pertama, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan
memberhentikan ~ menterinya  berdasarkan  hak  prerogatifnya,
menjadikannya sebagai “pembantu” dalam pelaksanaan pemerintahan.
Kedua, setiap Menteri akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang
di tentukan oleh Presiden. Oleh karena itu, kecuali untuk kondisi tertentu,
tidak ada justifikasi untuk merangkap jabatan, jika menteri tidak dapat
menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, maka diangkat menteri lain untuk

menjalankan tugas jabatan menteri yang bersangkutan.”

Berkaitan dengan Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden,
dalam hal tugasnya Menteri juga di bantu oleh wakil menteri. Kementerian
Negara diilengkapi dengan struktur organisasi pada umumnya, yang terdiri
dari Sekretariat Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral, dan Badan
atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam sistem

& Rahmat Gaib, Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut
UUD 1945, Lex et Societatis, Vol 3 No. 10 Tahun 2015, him. 5.

7 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 189.



pemerintahan Indonesia kepala negara yakni Presiden dapat langsung
mengangkat Menteri dan wakil Menteri sesuai dengan kebutuhan
departemen yang akan dipimpinnya selama periode masa jabatan kepalan

negara yakni Presiden.

Menteri-menteri dalam menjalankan tugas yang dibebankan dari
Presiden dan hak prerogatifnya untuk mengangkat jabatan baru di
Kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu wakil menteri sebagaimana
diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara, “Dalam hal ini terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil

Menteri pada Kementerian tertentu’®

Pengaturan wakil menteri dalam Pasal 10 Undang-Undang No 39
Tahun 2008 tentang kementerian negara memberikan nuansa baru bagi
sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui UU Nomor 39 Tahun 2008,
setelah orde lama, Indonesia mengakui wakil wenteri. Jabatan wakil menteri
sebenarnya sudah ada sejak jaman Presiden Sukarno pada kabinet pertama,
kabinet presidensil yang dibentuk Sukarno®, yaitu wakil menteri dalam

Negeri Harmani dan wakil menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.

Dalam suatu kelembagaan kementerian, menteri dan wakil menteri

diangkat oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan sesuai amanah yang

& Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
% Yanto Bashri dan Retno Suffatni, Sejarah Tokoh Bangsa, (Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa,
2005), 196.



ada pada Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang
kementerian Negara. Di dalam Pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara juga mengatur tentang menteri yang dilarang

rangkap jabatan yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan
swasta; atau

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

Melihat kembali dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh
MK Putusan No. 80/PUU-XV11/2019 pada point [3.13] Menimbang, oleh
karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden,
terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka
mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut
Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga
negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39

Tahun 2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang

10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.



membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil
Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak
mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian. Oleh
karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud
“beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut
Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya
sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa
berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri.
Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil
menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut.
Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk,
ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara
untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta
keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan
kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang ekonomi semakin
meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan
infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendaraan secara nyaman. Jika
harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi
masyarakat dan akan menjadi beban negara yang akan membahayakan

posisi politis pemerintah.

Maka dengan demikian MK harus menegaskan kembali terkait

dengan fakta yang sudah dikemukakan oleh pemohon dengan tidak adanya



aturan larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan
seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau
direksi pada perusahaan negeri atau swasta. Maka dengan adanya fakta
demikian sekalipun wakil menteri hanya pembantu seorang menteri dalam
melaksanakan tugas di wilayah kementerian oleh karena pengangkatan dan
pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang sama
halnya dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri. Maka dengan itu
seorang wakil menteri harus ditempatkan pula sebagaimana halnya status
menteri yang diberikan oleh Presiden. Jadi, seluruh larangan rangkap
jabatan yang berlaku bagi menteri yang terdapat dalam Pasal 23 UU No 39
Tahun 2008 tentang kementerian negara berlaku pula bagi wakil menteri.
Dengan demikian dimaksudkan agar wakil menteri itu dapat fokus dengan
beban kerja yang sudah di amanahkan dan alasan khusus terkait
pengangkatan wakil menteri karena memerlukan penanganan secara khusus

pada bidang kementerian tertentu.

Akan tetapi, tidak lama setelah melakukan reshuffle di wilayah
Kementerian Negara pada Kabinet Indonesia Maju dan melakukan
pengangkatan 15 wakil menteri serta melantik pada tangaal 15 Juni 2022.
Berbagai latar belakang wakil menteri mulai dari partai politik, professional
hingga background dari pengusaha. Reshuffle pada 15 Juni 2022 tidak

mengubah struktur politik serta tidak mengubah terkait persoalan-persoalan



yang mendasar bagi bangsa dan negara.'* Fakta yang terjadi di lapangan
yaitu terjadinya rangkap jabatan, beberapa wakil menteri yang juga

komisaris maupun jabatan yang strategis di kelembagaan, antara lain:

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap
jabatan wakil komisaris utama PT.PLN.

2. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang
merangkap jabatan komisaris utama PT. BRI.

3. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang
merangkap jabatan sebagai ketua OJK (Otoritas Jasa

Keuangan).

Praktik rangkap jabatan wakil menteri menjadi perhatian yang
sangat serius supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan
efektif dan efisien. Presiden memiliki kewenangan yang diatur oleh
Undang-undang yang memiliki kewenangan mengangkat menteri dan wakil
menteri dituntut dapat lebih selektif dan yang berkompeten dibidangnya
serta menghindari adanya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan pro dan
kontra di kalangan masyarakat. Sehingga pemerintahan dalam
melaksanakan kekuasaan eksekutif menteri dan wakil menteri dapat
berjalan dengan baik dan maksimal dengan Presiden. Rangkap jabatan di

kabinet berpotensi dapat mengganggu konsentrasi para anggota kabinet dan

Turun),

11 Palupi Annisa Auliani, (Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022: Demokrasi Indonesia Semakin
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/11561881/reshuffle-kabinet-15-juni-2022-

saturasi-demokrasi-indonesia-makin-turun, dikases pada 15 Februari 2023.
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memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Untuk itu, diperlukan
adanya aturan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Kementerian
Negara dan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan menyangkut larangan

rangkap jabatan ini.

Fokus dalam penelitian ini adalah peninjauan kembali atau
interpretasi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Pemerintah dan khususnya menteri dan wakil menteri
apakah mengindahkan aturan yang sudah termuat dalam undang-undang
tersebut untuk tidak melakukan rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia
Maju, dan undang-undang tersebut harus di laksanakan oleh seluruh
masyarakat Indonesia dan masyarakat dapat menerima dan mematuhi

seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dalam hal sudut
pandang hukum positif, namun juga meneliti dengan menggunakan
perspektif hukum Islam yang selaras dengan permasalahan atau biasa
disebut figh siyasah. Perspektif fikih siyasah tentang perundang-undangan
atau pengambilan keputusan, masuk dalam pembahasan diantaranya Figh
Siyasah Syar “iyah dan Figh Siyasah Wadh “iyah. Figh Siyasah Syar iyyah
adalah politik yang berbasis ajaran-ajaran Allah SWT dan ajaran Rasulullah

dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan.’>? Dalam ketatanegaraan

12 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam

Sejak Muhammmad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), him.

41.
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Islam yang berkaitan antar warga negara, warga dengan Lembaga negara,
dan antar Lembaga negara yang bersifat internal atau eksternal
(internasional), dalam tata negara Islam disebut figh siyasah. Sumber-

sumber pokok figh siyasah syar “iyah adalah Al Quran dan al-Sunnah.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih
Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah larangan rangkap jabatan terhadap menteri dalam Undang-
Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis
mutandis terhadap jabatan wakil menteri?

2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap larangan rangkap jabatan

wakil menteri dalam ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui larangan rangkap jabatan wakil menteri
berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan

wakil menteri.
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b. Untuk mengetahui tinjaun Fikih Siyasah terhadap larangan
rangkap jabatan wakil menteri sesuai dengan Ketatanegaraan
Indoesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan
keilmuan dalam ilmu hukum islam dan ilmu hukum tata
negara serta penambahan referensi pada bidang keilmuan
pada umumnya.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu
memperluas wawasan dan menambah pikiran serta rujukan
dalam mempelajari ilmu hukum tata negara atau khususnya
tentang larangan rangkap jabatan wakil Menteri yang sudah
diatur dalam UU. No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan
beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema dan pembahasan mengenai
“Larangan Rangkap Jabatan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang
No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”. Akan tetapi ada beberapa
literatur yang akan digunakan memiliki artikulasi pembahasan sesuai
dengan skripsi ini. Adapun diantaranya yang akan peneliti sebutkan dengan
tujuan agar terdapat kesamaan maupun perbedaan pandangan atau persepsi

antara pembaca dan peneliti di dalam menafsirkan judul penelitian, serta
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memahami permasalahan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil
penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di susun oleh Adelia Rahmawati Putri yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap
Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”.%3 Penelitian ini dapat menjawab
terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan
yang bersifat negatife legislature atau positive legislature dan implikasi asas
erga omnes terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang
menjalankan fungsi sebagai lembaga yudikatif dalam perannya
menegakkan keadilan serta perannya mendorong melakukan pembaharuan
hukum dan peradilan di Indonesia yang praktik penyelenggaraannya
berpuncak kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar NR1 1945 sebagai
the supreme law of the land.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah skripsi
ini membahas keberlakuan asas orga emnes pada rangkap jabatan Menteri
sedangkan skripsi yang saya teliti membahas larangan rangkap jabatan
wakil Menteri yang kemudian pisau analisis yang digunakan dalam skripsi

ini berbeda dengan skripsi yang sedang saya teliti.

13 Adelia Rahmawati Putri “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada
Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVII/2019)”, 2022.
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Kedua, skripsi yang di susun oleh Septiani yang berjudul “Politik
Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-
Mawardi”.* Penelitian pada skripsi ini menggunakan 4 teori yaitu, Politik
Hukum, Al-Wizarah, Lembaga Negara dan teori Checks and balances.
kemudian dimana teori yang digunakan dalam membedah analisis
permasalahan dari rumusan masalah keislaman menggunakan teori al
wizarah dari imam al mawardi di dalam skripsi ini dijelaskan secara lengkap
terkait dengan teori al wizarah dan pembahasannya. Hasil dari skripsi ini
adalah rangkap jabatan merupakan hal yang bertentangan dengan asas
profesionalitas, rangkap jabatan melampaui batas presiden dalam
menggunakan hak prerogatifnya, dan menurut teori al wizarah tidak selaras
dengan prinsip muraat al-din dan mshalih aldunya.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah terdapat
dalam teori keislamannya yang dimana di dalam skripsi ini tidak terlalu
membahas secara inti terkait dengan akhlakul karimah atau terkait dengan
etika politik seorang pejabat maka skripsi saya membahas tentang akhlakul
karimah dan etika politik seorang pejabat yaitu akhhlak as siyasah

Ketiga, skripsi yang di susun oleh Amir Machmud Simatupang yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

14 Septiani “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”. Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum TataNegara. Malang. 2021.
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Tentang Kementerian Negara”.’ Penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif atau doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujuan
hanya pada pertauran-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang
lain atau bias juga disebut dengan peneliyian perpustakaan atau dokumen.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu
penelitian ini tidak menggunakan angka atau temuan-temuan akan tetapi
menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah dimana
didalam skripsi ini tidak menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan
dalam skripsi saya menggunakan perspektif hukum Islam vyaitu fikih
siyasah.

Keempat, jurnal yang di susun oleh lka Fitrianita, Jayanti
Puspitaningrum, Suwito yang berjudul “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil
Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019
Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara”.’* Pada penelitian ini menggunakan metode bedah
studi kepustakaan atau studi dokumen penelitian biasa disebut penelitian
hukum normatif sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Dimana penelitian ini menjelaskan tentang rangkap jabatan

15 Amir Machmud Simatupang “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara”. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan [lmu Hukum. Riau. 2022.

16 Tka Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, and Suwito, ‘Dualisme (Rangkap) Jabatan
Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Terhadap
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara’, Journal of Law
Review, 1.1 (2022), 11-24.
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wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara.

Perbedaan skripsi yang sedang saya teliti dengan jurnal ini adalah
dimana di dalam jurnal ini membahas tentang tentang dualisme rangkap
jabatan wakil Menteri juga akan tetapi hanya membahas yang masih bersifat
umum dan dimana skripsi saya nanti akan membahas rangakap jabatan
wakil Menteri yang lebih khusus atau spesifik.

Kelima, jurnal yang di susun oleh Tria Noviantika, M. Shofwan
Taufiq yang berjudul “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem
Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara”.'” Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum
normatife penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang
keadaan atau gejala-gejala yang kemudian di analisis sesuai dengan prinsip-
prinsip dalam peraturan maupun prkatik yang ada, penelitian dalam jurnal
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari bahan
pustaka. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah  Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara dan apakah Tugas dan Fungsi

17 Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, ‘Eksistensi Kementrian Negara Dalam Sistem
Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara’,
Jurnal Muhammadiyah Law Review, 5.1 (2021), him. 1-6.
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Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang sedang saya teliti adalah
dimana jurnal ini membahas tentang eksistensi kementerian negara dalam
sistem presidensil dan juga membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi
kementerian negara yang dimana dalam jurnal ini tidak menyinggung
rangkap jabatan wakil Menteri, sedangkan skripsi yang sedang saya teliti ini
menyinggung bahkan membahas tentang praktik rangkap jabatan diwilayah
kementerian yaitu wakil Menteri.

Keenam, jurnal yang di susun oleh Enny Agustina yang berjudul
“Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum
Administrasi Indonesia”.® Pada penelitian ini adapun cara pengumpulan
data adalah dengan metode Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang
relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal,
tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normati sehingga sumber yang diambil dari
kepustakaan,makalah-makalah serta perundang-undangan.

Perbedaan junal ini dengan skripsi yang sedang saya teliti adalah

dimana jurnal ini adalah lebih menekankan pembahasan tentang

18 Enny Agutina, ‘Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum
Administrasi Negara’, Jurnal Hukum Media Bhakti, 2.1 (2020), him. 32-39.
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kewenangan wakil Menteri yang ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,
sedangkan skripsi yang sedang saya teliti ini membahas larangan rangkap
jabatan wakil Menteri yang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun

2008 tentang kementerian negara.

. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan gambaran teori yang nantinya akan dijadikan
sebagai pisau analisis guna memecahkan persoalan yang sedang di teliti
untuk menemukan suatu jawaban. Adapun dalam penelitian ini penulis
menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok
permasalahan tersebut.
1) Teori Jabatan
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat”
yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan
atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.*
Kemudian penafsiran hukum (legal interpretation)
senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk
menemuka dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan
kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum
tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek

kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk

89.

19 Poerwasunata, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), him.
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membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek
kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan
oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah?:

”...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang
disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk
dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam
sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Berdasarkan pengertian diatas, Logemann menghendaki
suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi
dalam berfungsi dengan baik.?* Jabatan dijalankan oleh pribadi
sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama
jabatan, yang disebut pemangku jabatan.?> Apakah pemangku
jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain?
Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan
figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu
dengan sepenuhnya dibawah pemangku jabatan”.? Inilah yang
membuat Logemann disebut pemangku jamak. Karena ada pertalian
antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok

sebagai satu kesatuan.

20_ogemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori
Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata
Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, him. 124.

21 |bid., him. 121.

22 |bid., him. 134.

2 |bid., him. 135.
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2) Fikih Siyasah

Kata figh berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Secara Bahasa
pengertian figh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi,
seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut berarti mengetahui
batinnya sampai kepada kedalamannya.** Kata ‘fagaha”
diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya
digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil
manfaatnya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti
(qath’i), figh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti
(zhanni).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa figh adalah upaya
sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali
hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.
Karena figh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai
dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia
itu sendiri.®

Fikih mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Di
samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia
dengan Tuhannya (ibadah), figh juga membicarakan aspek

hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek

15.

24 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam,(Padang: Angkasa raya), him.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014), him. 3.
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muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana),
munakahat (perkawinan) mawarits (kewarisan) murafa’at (hukum
acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dauliyah
(hubungan internasional). %

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti
mengatur, mengurus dan memerintah; atau peemrintahan, politik
dan pembuatan kebijaksanaan.?’ Pengertian kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus
dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan
bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasa siyasah
adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing
mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan
siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan
manusia kepada kemaslahatan.*

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih
bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai

syariat , meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai

%6 |bid.
7 1bid.

28 bid., 4.
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kemsalahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh
Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu
perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan
terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di
tetapkan oleh Rasulullah SAW atau di wahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik
benang merah bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek
hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan
bagi manusia itu sendiri.? Dalam figh siyasah ini, ulama mujtahd
menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di
dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermsyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran mujtahid
tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat
bersifat debatable (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan

pendapat.3°

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini

menggunakan kerangka metodologi sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

29 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstekstualisasi.., him. 4.

30 1bid.
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian
hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library
research) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya.
Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan
karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dengan menemukan
kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan
norma hukum dan apakah ada norma yang berupa larangan atau
perintah sesuai dengan hukum. Penelitian jenis ini juga untuk
mengetahui apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma
hukum atau prinsip hukum.®* Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, website dan artikel-
artikel terkait.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian
deskriptif untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan
hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis
yang ada atau peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Kemudian menggunakan penelitian yang bersifat
exploratoris yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang

belum diketahui. Sifat penelitian ini digunakan untuk menganalisa

56.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), him.
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dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara
jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang
masalah yang dikaji dengan tujuan untuk memberikan gambaran
tentang realitas apada objek yang diteliti secara obyektif.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitain di bagi beberapa macam yaitu,
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan sejarah (history approach ),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).>> Dalam penelitian ini,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

a) Pendekatan Undang-undang (statute approach)

Pendekatan ini adalah dengan mempelajari atau menelaah

peraturan perundang-undangan dengan masalah (isu hukum)

yang sedang dibahas.

b) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pada

penelitian ini, peneliti akan menelaah dari beberapa literatur

dengan mencari konsep-konsep yang sesuai dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

32 1bid., him.22.
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Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus disini menelaah kasus yang serupa yang
mana akan menjadi pemicu dalam mengembangkan dan
membandingkan kasus yang hampir serupa dengan rumusan

masalah peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang

ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif

atau penelitian kepustakaan (library research), maka penyusun

mencari data-data yang terkait dengan pokok permasalahan yang

sedang diteliti, sumber-sumber dara tersebut antara lain:

a)

b)

Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah data asli maka bahan hukum
primer di dalam penelitan ini adalah berupa Undang-undang
Dasar 1945, putusan MK No 80/PUU-XVI11/2019 dan
putusan MK No 76/PUU-XV111/2020, Undang-undang No
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan
Presiden.

Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari

literatur kepustakaan yang berupa buku-buku, ebook, jurnal-
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jurnal, karya ilmiah, internet, kitab-kitab hukum Islam dan

sebagainya.

5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk
mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga
karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga
berguna untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data pada
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian
disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu Teknik
analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi
hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada
akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu

pemahaman yang konkret.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka

penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari

beberapa sub bab, sehingga penelitian ini tersusun dengan baik dan

sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami,

sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004), him. 91.
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Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan berupa memberikan
gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada
dalam penulisan ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab
yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian,
telaah pusataka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan teoritis terkait dengan konseptual
sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam
bab ini teori yang akan dipaparkan adalah teori penafsiran hukum, teori

jabatan dan teori fikih siyasah.

Bab ketiga, berisi mengenai data-data yang akan diteliti pada skripsi
ini yaitu berupa peraturan-peraturan tentang kementerian negara,
pengangkatan wakil menteri di Indonesia, kabinet Indonesia Maju 2022-
2023, ihwal larangan rangkap jabatan wakil menteri, putusan MK Nomor

80/PUU-XV11/2019 dan putusan MK No 76/PUU-XV11/2020.

Bab keempat, dalam bab ini memuat analisis yang dilakukan oleh
penulis berkaitan dengan larangan rangkap jabatan Menteri dalam Undang-
undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis
terhadap jabatan wakil menteri serta tinjaun Fikih Siyasah terhadap larangan

rangkap jabatan wakil menteri dalam ketetanegaraan Indonesia.
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Bab kelima, berisi penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil
penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi

saran-saran yang dianggap perlu.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam UU Kementerian Negara dan diperkuat dengan putusan
Mahkamah Konstitusi diatur mengenai larangan rangkap jabatan yang
berlaku untuk menteri berlaku pula untuk wakil menteri. Penafsiran
hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaa
yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum
terhadap peristiwa yang konkret. Penafsiran tersebut adalah upaya
menjelaskan atau menegaskan kembali peraturan hukum yang
diangggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam
undang-undang. Adanya praktik rangkap jabatan di wilayah
kementerian negara juga dapat menyebabkan berbagai macam
problematika yang salah satunya adalah konflik kepentingan dan juga
pemborosan uang negara.

2. Fikih Siyasah merupakan pengusan kemaslahatan umat manusia sesuai
dengan syara’ di dalam pandangan perspektif fikih siyasah dusturiyah,
wakil menteri merupakan lembaga eksekutif yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk presiden dan wakil
presiden beserta dengan menteri-menterinya yang dimana menteri yang
membantu tugas presiden termasuk ke dalam siyasah tanfidziyyah
syar’iyyah (siyasah mengenai dengan administrasi pemerintahan atau

eksekutif) dan wakil menteri sebagai bagian yang tergabung dalam



99

kementerian biasa dengan sebut wizarah/wazir. Di dalam wilayah
kementerian atau wazir adanya praktik rangkap jabatan tidak sesuali
dengan etika seorang pemimpin Islam karena seorang pemimpin yang
ber akhlak baik selalu patuh dan berpegang teguh terhadap etika dan
moral yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunnah serta mentaati
segala peraturan yang sudah ada dalam hal ini adalah UU Kementerian

Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi

B. Saran

1. Bahwasanya Presiden sebelum melakukan pemilihan atau
pengangkatan wakil menteri seharusnya melakukan pertimbangan
terlebih dahulu apakah wakil menteri tersebut mempunyai jabatan di
instansi lain atau tidak, supaya meminimalisir terkait dengan adanya
konflik kepentingan di wilayah kementerian dan jelas melanggar
Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara dan
putusan Mahkamah Konstitusi apabila wakil menteri yang diangkat
tersebut rangkap jabatan.

2. Dalam fikih siyasah tidak mengatur terkait dengan larangan rangkap
jabatan wakil menteri akan tetapi dalam hal ini mengatur tentang
melarang rangkap jabatan karena dapat membawa kemudharatan.
Seharusnya seorang pemimpin paham etika politik Islam apakah ketika
rangkap jabatan itu sesuai dengan kaidah akhlak as siyasah atau tidak
karena akhlak seorang pemimpin yang baik adalah yang taat pada aturan

dan ketika tidak sesuai pada aturan seharusnya wakil menteri yang
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rangkap jabatan harus sanggup mengundurkan diri karena melanggar
ketentuan yang ada dalam UU Kementerian Negara dan putusan

Mahkamah Konstitusi.
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